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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan.
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya pelaksanaan
perlindungan, pelayanan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan terhadap
penyandang disabilitas dan lanjut usia di lapangan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui
teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan
dokumentasi. Analisis data mengacu pada model implementasi kebijakan
Charles O. Jones yang meliputi aspek organisasi, interpretasi, dan
aplikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
telah berjalan, namun belum optimal. Hal ini ditinjau dari aspek
organisasi yang telah memiliki struktur dan pembagian tugas yang jelas,
namun masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia serta
sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan, aspek interpretasi yang
menunjukkan bahwa kebijakan telah dipahami oleh pelaksana, namun
belum merata sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan dalam
pelaksanaan di lapangan, serta aspek aplikasi yang telah dilaksanakan
melalui berbagai bentuk pelayanan sosial, namun masih berfokus pada
pemenuhan kebutuhan dasar dan belum maksimal dalam upaya
pemberdayaan serta rehabilitasi sosial. Selain itu, koordinasi antarinstansi
yang belum optimal juga mempengaruhi pelaksanaan kebijakan sehingga
belum berjalan secara maksimal dan merata.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Penyandang Disabilitas, Lanjut
Usia, Kota Medan.
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Penyandang disabilitas dan lanjut usia merupakan bagian dari masyarakat
yang memiliki peran penting dalam kehidupan sosial di Kota Medan. Keberadaan
mereka juga dapat menjadi gambaran sejauh mana lingkungan sosial mampu
memberikan perhatian dan perlindungan kepada kelompok yang rentan. Dalam
kehidupan sehari-hari, kelompok ini sering menghadapi berbagai keterbatasan,
baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, yang dapat menghambat mereka
dalam memenuhi kebutuhan hidup dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.
Oleh karena itu, perlindungan dan dukungan terhadap penyandang disabilitas dan
lansia menjadi hal yang penting untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil
dan inklusif.

Meskipun memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya untuk
memperoleh perlindungan, layanan, dan kesempatan hidup yang layak,
kenyataannya banyak penyandang disabilitas dan lansia yang belum dapat
menikmati hak tersebut secara optimal. Penyandang disabilitas sering
menghadapi keterbatasan dalam mengakses fasilitas yang belum sepenuhnya
ramah disabilitas, sementara lansia cenderung mengalami penurunan kondisi fisik
dan sosial yang membuat mereka semakin bergantung pada orang lain. Dalam
beberapa kasus, kondisi ini menempatkan mereka pada situasi yang rentan,
seperti  kemiskinan, keterasingan sosial, hingga penelantaran. Hal ini

menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi bukan hanya bersifat



individual, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial yang lebih luas, sehingga
perlindungan, jaminan sosial, pemberdayaan, dan dukungan yang tepat menjadi
sangat urgen untuk memastikan kesejahteraan dan kemandirian kelompok rentan
ini.

Di Kota Medan, jumlah penyandang disabilitas dan lanjut usia tergolong
cukup besar dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Dinas
Sosial Kota Medan, jumlah penyandang disabilitas mencapai lebih dari 6.000
orang, sedangkan jumlah lansia mencapai lebih dari 200.000 jiwa. Sebagian dari
mereka berada dalam kondisi rentan, baik secara ekonomi maupun sosial, bahkan
ada yang tidak memiliki dukungan keluarga yang memadai. Kondisi ini
menunjukkan bahwa permasalahan tersebut merupakan persoalan nyata yang
membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Tingginya jumlah tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah
dalam memberikan perlindungan yang optimal. Pemerintah tidak hanya dituntut
untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga harus mampu menjamin
terpenuhinya hak-hak mereka serta meningkatkan kualitas hidup secara
menyeluruh. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang tidak hanya bersifat
formal, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan
perlindungan kepada kelompok rentan, Pemerintah Kota Medan telah
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan

Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia. Dalam peraturan tersebut ditegaskan



bahwa pemerintah daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas
untuk memperoleh rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan
sebagaimana diatur dalam Pasal 72. Ketentuan ini menunjukkan bahwa
perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat pemenuhan kebutuhan dasar,
tetapi juga mencakup upaya pembinaan dan pemberdayaan secara berkelanjutan.
Di sisi lain, bagi lanjut usia, pemerintah daerah juga berkewajiban
menyelenggarakan perlindungan sosial, khususnya bagi lansia yang berada dalam
kondisi tidak potensial sebagaimana diatur dalam Pasal 123.

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, kebijakan tersebut belum
berjalan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Pelayanan yang diberikan
masih lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal,
makanan, dan pakaian. Sementara itu, upaya pemberdayaan dan rehabilitasi
sosial belum berjalan secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan penyandang
disabilitas dan lansia masih cenderung bergantung dan belum mampu mencapai
kemandirian secara optimal.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terjadi di
lapangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam
memberikan pelayanan yang optimal. Penanganan terhadap kelompok rentan ini
membutuhkan tenaga yang memiliki keahlian khusus, namun jumlah tenaga yang
tersedia masih terbatas. Selain itu, sarana dan prasarana yang ada juga belum
sepenuhnya mendukung pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas dan

lansia. Di sisi lain, koordinasi antar instansi terkait juga belum berjalan dengan



baik. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diberikan belum mampu memenuhi
kebutuhan perlindungan secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap
penyandang disabilitas dan lanjut usia masih menghadapi berbagai kendala di
lapangan. Hal ini menandakan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan belum
sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, meskipun secara
aturan sudah cukup jelas. Akibatnya, perlindungan yang diberikan belum mampu
menjawab kebutuhan kelompok rentan secara menyeluruh.

Adanya Perbedaan antara ketentuan dalam kebijakan dengan kondisi yang
terjadi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan dalam implementasi
kebijakan. Kesenjangan ini menjadi penting untuk diperhatikan, karena dapat
mempengaruhi efektivitas perlindungan yang diberikan. Jika kondisi ini terus
terjadi, maka tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian
penyandang disabilitas dan lansia akan sulit tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan terhadap
penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan masih perlu mendapat
perhatian lebih, terutama dalam hal pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu,
penelitian ini dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana penerapan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 serta kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaannya, khususnya di Dinas Sosial Kota Medan. Melalui penelitian ini,
diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi yang
sebenarnya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya

meningkatkan kualitas perlindungan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.



Dengan demikian penelitian ini berjudul “Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan
Lanjut Usia Di Kota Medan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan,maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah : bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan PenyandangDisabilitas dan
Lanjut Usia di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana
Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan?

1.4 Manfaat Penelitan

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis, Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan
dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan,
khususnya dalam bidang kebijakan publik terkait implementasi kebijakan
perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia. Selain itu, hasil
penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti
selanjutnya yang mengkaji implementasi kebijakan perlindungan sosial di

berbagai daerah.



2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
bagi Pemerintah Kota Medan, khususnya Dinas Sosial Kota Medan,
dalam meningkatkan pelaksanaan serta implementasi kebijakan
perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia sesuai dengan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk
memudahkan pembahasan serta memberikan gambaran yang jelas mengenai isi
penelitian. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

BAB | Pendahuluan
Bagian ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan
alasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan
penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun
praktis. Bagian ini memberikan gambaran awal mengenai urgensi
penelitian terkait implementasi Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang
Disabilitas dan Lanjut Usia.

BAB Il Uraian Teoritis
Bagian ini memuat kajian teori dan konsep yang relevan dengan
penelitian, seperti teori kebijakan publik, teori implementasi
kebijakan menurut Charles O. Jones, faktor-faktor yang

memengaruhi implementasi kebijakan, serta konsep perlindungan



dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan lanjut usia. Selain
itu, bagian ini juga menyajikan kerangka konseptual yang
menggambarkan hubungan antara variabel penelitian.
BAB I1l Metode Penelitian
Bagian ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian yang
digunakan, lokasi dan waktu penelitian, informan atau narasumber,
serta teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara,
observasi, dan dokumentasi. Selain itu, bagian ini menguraikan
teknik analisis data dan tahapan proses penelitian secara
sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan
kesimpulan.
BAB 1V Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh di
lapangan dan pembahasan terhadap temuan tersebut. Hasil
penelitian disajikan berdasarkan data yang diperoleh dari
wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis
menggunakan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones,
meliputi aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Pembahasan
dilakukan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai
pelaksanaan Peraturan Daerah di lapangan, termasuk kendala dan

faktor pendukungnya.



BAB V Penutup
Bagian ini berisi simpulan dan saran dari penelitian. Simpulan
disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang
mencerminkan kondisi implementasi kebijakan di lapangan. Saran
berisi rekomendasi bagi pemerintah daerah, Dinas Sosial Kota
Medan, dan pihak terkait lainnya agar pelaksanaan kebijakan
perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat lebih

efektif, optimal, dan merata.



BAB 11
URAIAN TEORITIS
2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu konsep fundamental dalam kajian
administrasi publik yang berkaitan erat dengan peran pemerintah dalam
mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat. Pada dasarnya, kebijakan publik
tidak hanya dipahami sebagai suatu keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah,
tetapi juga sebagai rangkaian tindakan yang terencana dan sistematis untuk
mencapai tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan publik. Dalam konteks
ini, kebijakan publik hadir sebagai bentuk respons pemerintah terhadap berbagai
permasalahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, baik yang bersifat
ekonomi, sosial, maupun politik.

Menurut Howlett, Ramesh, dan Perl (2020), kebijakan publik dapat
dipahami sebagai keseluruhan proses yang mencakup perumusan, implementasi,
hingga evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam merespons isu-
isu publik. Definisi ini menegaskan bahwa kebijakan publik bukanlah sesuatu
yang statis, melainkan sebuah proses dinamis yang melibatkan berbagai tahapan
dan aktor. Sementara itu, Anderson (2021) mendefinisikan kebijakan publik
sebagai suatu arah tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti oleh aktor
pemerintah dalam mengatasi masalah publik. Pengertian ini menunjukkan bahwa
kebijakan publik selalu berorientasi pada tujuan serta memiliki arah yang jelas

dalam pelaksanaannya.
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Lebih lanjut, Peters (2021) menjelaskan bahwa kebijakan publik
mencakup seluruh aktivitas pemerintah, baik yang dilakukan secara langsung
maupun tidak langsung, yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Dengan
demikian, kebijakan publik tidak hanya terbatas pada regulasi atau peraturan
tertulis, tetapi juga mencakup berbagai bentuk tindakan pemerintah, termasuk
keputusan untuk tidak bertindak terhadap suatu persoalan tertentu. Hal ini sejalan
dengan pandangan klasik yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa
yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa
kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan pemerintah
yang dirancang secara sistematis untuk mengatasi masalah publik, yang dalam
prosesnya melibatkan berbagai tahapan serta aktor, dan memiliki dampak yang
luas terhadap kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik memiliki tujuan utama untuk menciptakan keteraturan
sosial serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, tujuan
kebijakan publik tidak hanya terbatas pada penyelesaian masalah, tetapi juga
mencakup upaya pencegahan serta pengembangan kondisi sosial yang lebih baik.
Secara umum, tujuan kebijakan publik meliputi:

1. Menyelesaikan permasalahan publik yang kompleks
2. Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat
3. Menjamin keadilan sosial dan pemerataan pembangunan

4. Memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan
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Menurut Dunn (2020), kebijakan publik memiliki peran penting sebagai
instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola sumber daya dan
mengarahkan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan
adanya kebijakan publik, pemerintah memiliki pedoman yang jelas dalam
bertindak, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan
secara rasional dan sistematis. Selain itu, kebijakan publik juga berfungsi sebagai
alat untuk mengintegrasikan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat,
sehingga konflik yang mungkin timbul dapat diminimalisir.

Lebih lanjut, kebijakan publik juga memiliki berbagai fungsi yang saling
berkaitan dalam praktiknya. Fungsi regulatif terlihat dari peran kebijakan dalam
mengatur perilaku masyarakat melalui norma dan aturan yang mengikat. Di sisi
lain, fungsi distributif tampak dalam upaya pemerintah untuk mendistribusikan
sumber daya kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan publik maupun
bantuan sosial. Kebijakan publik juga memiliki fungsi redistributif yang
bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan cara mengalokasikan
kembali sumber daya kepada kelompok yang kurang beruntung. Selain itu,
terdapat pula fungsi protektif, yaitu memberikan perlindungan kepada kelompok
rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Seiring dengan perkembangan paradigma pemerintahan, tujuan dan fungsi
kebijakan publik juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Kebijakan
publik saat ini tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga
memperhatikan proses yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hal ini

menunjukkan bahwa kebijakan publik modern menekankan pentingnya
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keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap kebijakan, mulai dari perumusan

hingga evaluasi (Howlett et al., 2020).

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan
publik karena pada tahap inilah suatu kebijakan yang telah dirumuskan mulai
diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Tanpa implementasi yang efektif,
kebijakan publik hanya akan menjadi dokumen normatif yang tidak memberikan
dampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sering
dianggap sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

Secara umum, implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses
pelaksanaan keputusan kebijakan oleh aktor-aktor yang terlibat dengan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan kebijakan.
Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis semata, tetapi
juga mencakup interaksi antar organisasi, keterlibatan masyarakat, serta
penyesuaian terhadap kondisi di lapangan.

Menurut O’Toole (2020), implementasi kebijakan merupakan serangkaian
aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menghasilkan output dan
outcome sesuai dengan tujuan kebijakan. Sementara itu, Hill dan Hupe (2021)
menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah proses yang kompleks karena
melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda dalam

menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata.
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Selanjutnya, Adella dan Rizky (2023) menjelaskan bahwa implementasi
kebijakan melibatkan berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda,
sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya koordinasi dan interaksi antar
pihak yang terlibat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya
sekadar pelaksanaan kebijakan, tetapi juga merupakan proses sosial yang
melibatkan banyak pihak.

Rani dan Martinelli (2023) menyatakan bahwa implementasi kebijakan
merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan kepada
kelompok sasaran agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.
Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sejauh mana kebijakan
tersebut dapat diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sementara itu, Khairiah dan Harahap (2021) mengemukakan bahwa
dalam pelaksanaan implementasi kebijakan seringkali ditemukan berbagai
kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya akses informasi, serta
hambatan dalam proses pelaksanaan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh
berbagai faktor.

Salah satu teori implementasi kebijakan yang banyak digunakan dalam
kajian administrasi publik adalah teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones.
Menurut Jones dalam Hill dan Hupe (2021), implementasi kebijakan meliputi

aspek organization, interpretation, dan application.
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1. Organization (Organisasi)
Organization berkaitan dengan pembentukan struktur pelaksana
kebijakan, termasuk pembagian tugas, penyediaan sumber daya
manusia, serta sarana dan prasarana yang diperlukan dalam
pelaksanaan kebijakan.

2. Interpretation (Interpretasi)
Interpretation merupakan proses penafsiran kebijakan ke dalam
bentuk petunjuk teknis yang lebih operasional agar dapat dipahami
oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam
pelaksanaan.

3. Application (Penerapan)
Application adalah tahap pelaksanaan kebijakan secara nyata
melalui program atau kegiatan yang langsung dirasakan oleh
masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan proses yang
kompleks dan dinamis yang melibatkan berbagai aktor, sumber daya, serta
mekanisme organisasi. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sinergi
antara faktor-faktor tersebut sehingga tujuan kebijakan dapat tercapai secara

efektif dan efisien.

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh

kualitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi
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proses pelaksanaannya. Faktor-faktor ini dapat berasal dari dalam organisasi
maupun dari lingkungan eksternal.

Menurut Hill dan Hupe (2021), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh
kapasitas organisasi, sumber daya yang tersedia, serta pola interaksi antar aktor
yang terlibat. Kapasitas organisasi mencakup kemampuan lembaga dalam
mengelola program, termasuk kompetensi sumber daya manusia dan sistem
administrasi yang dimiliki. Sementara itu, ketersediaan sumber daya, baik
finansial maupun non-finansial, menjadi faktor penting yang menentukan sejauh
mana kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal.

Selain itu, Howlett et al., (2020) menekankan bahwa kejelasan tujuan
kebijakan juga menjadi faktor penting dalam implementasi. Kebijakan yang tidak
memiliki tujuan yang jelas akan sulit diterjemahkan ke dalam program yang
konkret, sehingga berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda di antara
pelaksana.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah komunikasi dan koordinasi
antar aktor. Implementasi kebijakan biasanya melibatkan berbagai lembaga dan
pihak, sehingga diperlukan komunikasi yang efektif agar tidak terjadi tumpang
tindih atau konflik kepentingan. O’Toole (2020) menambahkan bahwa jaringan
antar organisasi (policy networks) juga memengaruhi keberhasilan implementasi,
terutama dalam kebijakan yang melibatkan banyak sektor.

Di samping itu, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga turut
memengaruhi implementasi kebijakan. Dukungan masyarakat, stabilitas politik,

serta kondisi ekonomi dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat
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dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus
mempertimbangkan konteks lingkungan agar dapat berjalan secara efektif.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kapasitas
organisasi, sumber daya, kejelasan kebijakan, hingga kondisi lingkungan.
Pemahaman terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk memastikan bahwa
kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan mencapai tujuan yang

diharapkan.

2.4 Perlindungan Penyandang Disabilitas

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian penting
dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial serta menjamin terpenuhinya hak
asasi manusia bagi seluruh warga negara. Penyandang disabilitas sebagai
kelompok rentan seringkali menghadapi berbagai hambatan, baik secara fisik,
sosial, maupun ekonomi, sehingga membutuhkan perhatian dan perlindungan
khusus dari pemerintah.

Menurut Suharto (2020), perlindungan sosial merupakan serangkaian
kebijakan dan program yang dirancang untuk mengurangi kerentanan serta
meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas.
Perlindungan ini tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga
mencakup upaya pemberdayaan agar individu mampu hidup mandiri dan
berfungsi secara sosial.

Selanjutnya, Tarsidi (2021) menjelaskan bahwa penyandang disabilitas

adalah individu yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau
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sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam interaksinya dengan lingkungan
dapat mengalami hambatan dalam berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam
masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap penyandang disabilitas harus
dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek aksesibilitas,
kesetaraan, dan inklusivitas.

Menurut Alfitri (2020), perlindungan terhadap penyandang disabilitas
mencakup tiga aspek utama, yaitu rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan
jaminan sosial. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial
individu, pemberdayaan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemandirian,
sedangkan jaminan sosial berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap
risiko sosial yang dihadapi.

Lebih lanjut, Winarno (2021) menegaskan bahwa dalam konteks
kebijakan publik, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti penyandang
disabilitas merupakan tanggung jawab negara yang harus diwujudkan melalui
kebijakan yang inklusif dan implementatif. Kebijakan tersebut tidak hanya
bersifat normatif, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan nyata di
lapangan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, perlindungan terhadap penyandang
disabilitas didasarkan pada prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi. Hal ini
sejalan dengan pandangan Budiardjo (2020) yang menyatakan bahwa setiap
warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan

pelayanan dari negara tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun.
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Dalam konteks kebijakan di Indonesia, perlindungan terhadap
penyandang disabilitas diwujudkan melalui berbagai program yang mencakup
rehabilitasi sosial, pemberdayaan, serta bantuan sosial. Program-program
tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemandirian
penyandang disabilitas agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan
masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024, perlindungan
terhadap penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 72 yang menegaskan bahwa
pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan sosial,
rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan kepada penyandang disabilitas. Hal ini
menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan tidak hanya bersifat bantuan,
tetapi juga berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kemandirian.

Perlindungan terhadap penyandang disabilitas memiliki peran yang sangat

penting, antara lain:

1. Meningkatkan kemandirian
Perlindungan yang diberikan melalui melalui program pemberdayaan
dapat membantu penyandang disabilitas untuk hidup mandiri.

2. Mengurangi diskriminasi
Adanya perlindungan hukum dan sosial membantu menciptakan
kesataraan dalam masyarakat.

3. Meningkatkan kesejahteraan sosial
Melalui bantuan dan jaminan sosial, penyandang disabilitas dapat

memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
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Dengan demikian, perlindungan terhadap penyandang disabilitas tidak
hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan dukungan
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, diperlukan implementasi kebijakan yang
efektif serta program yang berkelanjutan agar penyandang disabilitas dapat
memperoleh hak yang setara dan meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal.
2.5 Perlindungan Lanjut Usia

Perlindungan terhadap lanjut usia merupakan bagian penting dalam upaya
mewujudkan kesejahteraan sosial, khususnya bagi kelompok rentan yang
mengalami penurunan kemampuan fisik, mental, dan sosial. Lanjut usia (lansia)
seringkali menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan ekonomi,
kesehatan yang menurun, serta berkurangnya dukungan sosial, sehingga
membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat.

Menurut Suharto (2020), perlindungan sosial bagi lanjut usia merupakan
serangkaian kebijakan dan program yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya
kebutuhan dasar serta meningkatkan kualitas hidup lansia agar tetap dapat hidup
secara layak dan bermartabat. Perlindungan ini tidak hanya bersifat bantuan
sosial, tetapi juga mencakup pelayanan sosial yang berkelanjutan.

Selanjutnya, Maryam (2021) menjelaskan bahwa lanjut usia adalah
individu yang telah memasuki tahap akhir dalam siklus kehidupan yang ditandai
dengan adanya penurunan fungsi biologis, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu,
lansia memerlukan perlindungan yang menyeluruh, baik dalam bentuk pelayanan
kesehatan, dukungan sosial, maupun pembinaan agar tetap dapat menjalankan

fungsi sosialnya.
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Menurut Alfitri (2020), perlindungan terhadap lanjut usia meliputi
beberapa aspek utama, yaitu jaminan sosial, pelayanan kesehatan, serta
pelayanan sosial. Jaminan sosial bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar,
pelayanan kesehatan untuk menjaga kondisi fisik dan mental, sedangkan
pelayanan sosial berfungsi untuk memberikan dukungan psikososial kepada
lansia.

Lebih lanjut, Winarno (2021) menyatakan bahwa dalam konteks
kebijakan publik, perlindungan terhadap lansia merupakan tanggung jawab
negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan yang inklusif dan
berkelanjutan. Kebijakan tersebut harus mampu menjawab kebutuhan lansia
secara nyata, tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga implementatif di
lapangan.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, Friedlander dalam Suharto (2020)
menyebutkan bahwa pelayanan sosial bagi lansia bertujuan untuk membantu
individu agar tetap dapat berfungsi secara sosial serta menyesuaikan diri dengan
perubahan kondisi yang dialami. Dengan demikian, perlindungan terhadap lansia
tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada upaya
menjaga kualitas hidup.

Dalam konteks kebijakan daerah, perlindungan terhadap lanjut usia diatur
dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024, khususnya pada Pasal
123, yang menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk

memberikan pelayanan sosial kepada lansia, terutama lansia yang tidak potensial.
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Bentuk perlindungan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan
sosal, serta pembinaan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia.

Perlindungan terhadap lanjut usia memiliki peran yang sangat penting,

antara lain:
1. Meningkatkan kesejahteraan lansia
Perlindungan sosial membantu lansia melalui pemenuhan kebutuhan
hidup sehari-hari.
2. Menjaga kesehatan fisik dan mental

Melalui pelayanan dan pembinaan, kondisi lansia dapat tetap terjaga.
3. Meningkatkan kualitas hidup

Lansia dapat hidup layak, aman, dan bermatabat.

Dengan demikian, perlindungan terhadap lanjut usia merupakan upaya
yang harus dilakukan secara berkelanjutan melalui kebijakan dan program yang
tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan implementasi kebijakan yang efektif
serta dukungan dari berbagai pihak agar pelayanan terhadap lansia dapat

berjalan secara optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.



BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk
memahami secara mendalam serta menggambarkan fenomena implementasi
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan
Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.

Menurut Creswell&Creswell (2021), penelitian kualitatif merupakan
metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang
berasal dari masalah sosial melalui pengumpulan data secara mendalam dan
analisis yang bersifat interpretatif. Sejalan dengan itu, Sugiyono (2022)
menyatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi
objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci.

Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih
mendalam mengenai proses pelaksanaan kebijakan, peran instansi pelaksana,
serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan di lapangan.
Dengan demikian, penelitian kualitatif deskriptif dianggap paling sesuai
karena mampu memberikan gambaran secara mendalam dan komprehensif
mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024

tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan.
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3.2 Kerangka Konsep

Gambar 1 Kerangka Konsep
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Implementasi Peraturan Daerah Nomor
2 Tahun 2024 Tentang Perlindungan
Penyandang Disabilitas Dan Lanjut
Usia Di Kota Medan

y

e Terpenuhinya hak
penyandang Disabilitas
e Meningkatnya Kesejahteraan

Penyandang Disabilitas :

Rehabilitas Sosial,
Pemberdayaan, Perlindungan.

Lanjut Usia:

Pelayanan Sosial,
Perlindungan, Peningkatan
Kesejahteraan.

4

lanjut Usia <
e Meningkatnya Kemandirian
e Perlindungan yang Optimal

3.3 Definisi Konsep

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi  kebijakan dipahami

Dianalisis Menggunakan
Model Implementasi Charles
O. Jones:

Organization
(organnisas)
Interpretation
(Penafsiran)
Application
(penerapan)

sebagai

proses menerjemahkan

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan

Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia ke dalam tindakan nyata melalui

aktivitas pelaksana kebijakan. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan

dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan sebagai instansi yang bertanggung
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jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, dengan pelaksanaan kegiatan
yang berlangsung di Rumah Perlindungan Sosial sebagai lokasi pelayanan.
Proses implementasi ini mencakup pemberian pelayanan sosial, pembinaan, serta
pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia yang
dilaksanakan oleh petugas di lapangan. Selain itu, implementasi kebijakan dalam
penelitian ini juga dipahami sebagai proses yang melibatkan aspek organisasi,
pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, serta pelaksanaan program secara
nyata di lapangan.
2. Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

Perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia dipahami sebagai
upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam memberikan jaminan,
pelayanan, serta perhatian kepada kelompok rentan melalui kebijakan dan
program sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas
hidup. Perlindungan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pelayanan sosial,
rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan bagi kelompok sasaran. Dalam penelitian
ini, perlindungan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan melalui
pelayanan yang diberikan di Rumah Perlindungan Sosial kepada penyandang
disabilitas dan lanjut usia sebagai penerima manfaat kebijakan.

3. Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia

Penyandang disabilitas dan lanjut usia merupakan kelompok rentan dalam
masyarakat yang memiliki keterbatasan baik secara fisik, mental, intelektual,
maupun sosial, sehingga membutuhkan perlindungan dan pelayanan khusus dari

pemerintah. Kelompok ini sering menghadapi berbagai hambatan dalam
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memenuhi kebutuhan hidup serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara
optimal. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mampu memberikan
perlindungan secara menyeluruh. Dalam penelitian ini, penyandang disabilitas
dan lanjut usia merupakan sasaran utama dari implementasi kebijakan yang
menerima pelayanan sosial dari Dinas Sosial Kota Medan yang dilaksanakan di

Rumah Perlindungan Sosial.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi merupakan proses pengelompokan aspek-aspek penelitian ke
dalam kategori tertentu yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam
menganalisis dan memahami hubungan antara subjek dan objek penelitian.
Kategorisasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengelompokkan variabel
penelitian berdasarkan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones,
diantaranya:

a. Organization (Organisasi)
Faktor organisasi merujuk pada bagaimana kesiapan struktur pelaksana
kebijakan dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2
Tahun 2024. Aspek ini mencakup ketersediaan sumber daya manusia,
sarana dan prasarana, serta pembagian tugas dan tanggung jawab. dalam
pelaksanaan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Kesiapan organisasi yang baik akan sangat mempengaruhi kelancaran
pelaksanaan kebijakan serta efektivitas pelayanan yang diberikan di

lapangan.
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b. Interpretation (Penafsiran)
Faktor interpretasi merujuk pada bagaimanakebijakan dipahami dan
diterjemahkan oleh pelaksana ke dalam bentuk petunjuk teknis atau
program Kkerja. Aspek ini mencakup kejelasan informasi kebijakan,
pemahaman pelaksana terhadap isi Peraturan Daerah, serta proses
sosialisasi kebijakan kepada pihak terkait. Interpretasi yang jelas dan
konsisten akan mempengaruhi keseragaman pelaksanaan kebijakan serta
meminimalisir kesalahan dalam penerapan di lapangan.

c. Application (Penerapan)
Faktor penerapan merujuk pada bagaimana kebijakan dilaksanakan
secara nyata melalui berbagai program dan kegiatan pelayanan sosial.
Aspek ini mencakup pelaksanaan pelayanan sosial, pemberian bantuan,
rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan terhadap penyandang disabilitas
dan lanjut usia. Selain itu, faktor ini juga melihat hambatan yang
dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Penerapan yang optimal akan
menentukan tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dalam

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3.5 Informan atau Narasumber

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik
purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu
sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua pihak
dapat dijadikan sebagai sumber data, melainkan hanya pihak-pihak yang

dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam pelaksanaan
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kebijakan yang diteliti. Menurut Sugiyono (2022), purposive sampling
merupakan teknik penentuan sampel dalam penelitian kualitatif yang dilakukan
secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh lebih
relevan dan mendalam.

Dalam penelitian ini, informan dipilih dari berbagai pihak yang berkaitan
dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024
tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia, yaitu:

1. Nama : Evi Melyanti Sagala

Jenis kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala B.idang Rehabilitas Sosial
2. Nama : Reni Silvia

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Kepala B.idang Perlindungan Sosial
3. Nama : Reihan Apreza Sebayang

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Jabatan : Kepala Bidang Lapangan / Pendamping
4. Nama : Mahruf

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status: Penyandang Disabilitas
5. Nama : Erwin

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status : Lanjut usia
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3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian
kualitatif untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan fokus penelitian.
Dalam penelitian kualitatif, data umumnya dikumpulkan melalui berbagai teknik
seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2022),
teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam
penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data yang valid
dan reliabel.
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Wawancara
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan
informan untuk memperoleh informasi yang mendalam. Menurut
Esterberg dalam Sugiyono (2022), wawancara adalah pertemuan dua
orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga
dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pegawai Dinas
Sosial Kota Medan, petugas Rumah Perlindungan Sosial, serta
penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagai penerima manfaat
kebijakan. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi mengenai
pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024,

khususnya terkait Pelayanan Sosial ,rehabilitasi, pemberdayaan,
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Perlindungan serta faktor pendukung dan penghambat dalam
implementasi kebijakan. Jenis wawancara yang digunakan adalah semi
terstruktur, sehingga peneliti tetap memiliki pedoman namun memberi
ruang bagi informan untuk menjelaskan secara lebih luas.

b. Observasi
Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai
kondisi dan pelaksanaan pelayanan sosial terhadap penyandang
disabilitas dan lanjut usia. Melalui observasi, peneliti dapat melihat
secara langsung proses pelayanan, interaksi antara pelaksana kebijakan
dengan penerima manfaat, serta kondisi di lapangan.
Menurut Arikunto (2021), observasi merupakan teknik pengumpulan
data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek
penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipatif, di mana peneliti
tidak terlibat langsung dalam kegiatan, tetapi hanya mengamati proses
pelaksanaan pelayanan.

c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan mengumpulkan data dari berbagai dokumen yang relevan
dengan penelitian. Menurut Nazir (2017), dokumentasi adalah teknik
pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan
menganalisis dokumen, baik berupa tulisan, gambar, maupun karya

lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini,
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dokumen yang dikumpulkan meliputi Peraturan Daerah Kota Medan
Nomor 2 Tahun 2024, laporan kegiatan pelayanan sosial, data
penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta dokumentasi kegiatan
yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan. Teknik ini digunakan
untuk melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara dan
observasi.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk mengolah
dan menafsirkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian sehingga dapat
menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam
penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara terus-menerus sejak proses
pengumpulan data hingga penelitian selesai.

Menurut Miles dan Huberman (2018), analisis data kualitatif terdiri dari
tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Ketiga tahapan tersebut dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh
dapat diolah secara mendalam dan menghasilkan temuan yang akurat. Adapun
teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian,
penyederhanaan, serta pengelompokan data yang diperoleh dari hasil
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data
yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan

Nomor 2 Tahun 2024 akan dipilih dan difokuskan sesuai dengan
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kategori penelitian, yaitu aspek organisasi, interpretasi, dan penerapan.
Melalui reduksi data, peneliti dapat menyaring informasi yang relevan
sehingga memudahkan dalam proses analisis dan menghindari data
yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian.
b. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian data merupakan proses penyusunan data dalam bentuk yang
sistematis sehingga mudah dipahami dan dianalisis. Dalam penelitian
ini, data disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel, maupun deskripsi
hasil wawancara yang berkaitan dengan implementasi kebijakan
perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Penyajian data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas
mengenai kondisi di lapangan, sehingga memudahkan peneliti dalam
memahami hubungan antar data serta menarik kesimpulan yang tepat.
c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification)
Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang
dilakukan dengan cara menginterpretasikan data yang telah disajikan.
Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis
terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun
2024, dengan memperhatikan aspek organisasi, interpretasi, dan

penerapan.
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Kesimpulan yang dihasilkan akan diverifikasi secara terus-menerus
selama proses penelitian berlangsung agar hasil penelitian memiliki
tingkat keabsahan yang tinggi dan sesuai dengan kondisi yang

sebenarnya di lapangan.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Gambar 3.8 Kantor Dinas Sosial Kota Medan

Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu empat bulan. Lokasi
penelitian difokuskan pada Dinas Sosial Kota Medan sebagai instansi yang
bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, serta pada Rumah
Perlindungan Sosial dan penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan,
sebagai lokasi implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024

tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia.
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3.9 Deskripsi Ringkasan Lokasi Penelitian
3.9.1 Profil Dinas Sosial Kota Medan

Dinas Sosial Kota Medan merupakan salah satu perangkat daerah yang
berada di bawah Pemerintah Kota Medan yang memiliki tugas pokok dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Dinas ini berperan
penting dalam upaya penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, seperti
kemiskinan, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, penyandang disabilitas,
serta kelompok rentan lainnya.

Secara umum, Dinas Sosial Kota Medan bertanggung jawab dalam
merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang sosial, melakukan
pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, serta memberikan pelayanan sosial
kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, dinas ini juga berperan dalam
pelaksanaan program-program bantuan sosial yang bersumber dari pemerintah
pusat maupun daerah.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Medan bekerja sama dengan
berbagai pihak, baik instansi pemerintah lainnya maupun masyarakat, guna
meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi angka kemiskinan di Kota
Medan. Keberadaan Dinas Sosial menjadi ujung tombak pemerintah dalam
memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami
permasalahan sosial.

Adapun visi yang ingin dicapai adalah Terwujudnya kesejahteraan sosial
masyarakat Kota Medan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi sebagai berikut:
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Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan
rentan.

Meningkatkan pemberdayaan sosial untuk mendorong kemandirian
masyarakat.

Menyelenggarakan pelayanan sosial yang profesional, transparan, dan
akuntabel.

Mengurangi permasalahan sosial seperti kemiskinan, anak terlantar,
gelandangan, dan penyandang disabilitas.

Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah, swasta, dan masyarakat

dalam penanganan masalah sosial.
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KEPALA DINAS
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN UMUM SUB BAGIAN
DAN KEPEGAWAIAN KEUANGAN,PROGRAM,
DAN PELAPORAN
BIDANG BIDANG BIDANG PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN DAN REHABILITAS SOSIAL SOSIAL,DAN FAKIR MISKIN
JAMINAN SOSIAL
SEKSI SEKSI REHABILITAS SEKSI PEMBERDAYAAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN LANJUT L | SOSIAL DAN FAKIR
SOSIAL DAN USIA MISKIN
KORBAN
BENCANA
SESKSI SEKSI REHABILITASI
PENGGALANGAN SOSIAL
| BANTUAN DAN _— PENYANDANG SEKSI PEMBERDAYAAN
SUMBANGAN DISABILITAS ORGANISASI SOSIAL
SOSIAL
SEKSI REHABILITASI
SOSIAL TUNA SOSIAL
SEKSI JAMINAN DAN KORBAN SEKSI PEMBINAAN
SOSIAL KEPAHLAWANAN

Gambar 3.9.1 Struktur Birokrasi Dinas Sosial Kota Medan
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3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial Kota Medan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah di bidang sosial, Kkhususnya perlindungan dan
pemberdayaan penyandang disabilitas dan lanjut usia, berdasarkan asas otonomi
daerah dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan tugas tersebut, dinas ini
berperan dalam merumuskan kebijakan serta melaksanakan program yang
berkaitan dengan perlindungan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan kelompok
rentan di Kota Medan.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Sosial Kota Medan
memiliki beberapa fungsi, antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan sosial, penyandang
disabilitas, dan lanjut usia.

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan, rehabilitasi, dan
pemberdayaan penyandang disabilitas dan lanjut usia.

3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap
pelaksanaan program sosial di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.

4. Pemberian fasilitasi dan dukungan kepada penyandang disabilitas dan
lanjut usia, termasuk dalam hal rehabilitasi sosial, pendampingan, dan
pemberdayaan masyarakat.

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan di
bidang sosial, khususnya terkait perlindungan dan pemberdayaan

kelompok rentan.
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6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengembangan program perlindungan sosial serta pemberdayaan
penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Sosial Kota
Medan diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam
memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemberdayaan yang tepat sasaran,
sehingga kesejahteraan penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan

dapat meningkat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini penulis akan menyajikan deskripsi data yang diperoleh pada
saat penelitian di lapangan melalui metode pengumpulan data yang telah di
sebutkan dalam bab yang terdahulu. Pengumpulan data yang diperlukan dalam
menjawab permasalahan secara mendalam beberapa tahapan yang dilakukan
penulis diantaranya: pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan data yang
berkaitan dengan permasalahan yang akan dijawab. kedua, penulis melakukan
wawancara dengan 5 orang informan penelitian.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2026 di Dinas Sosial
Kotam Medan di JI. Pinang Baris, Lalang, Kota Medan, Sumatera Utara.
Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang
telah ditentukan oleh peneliti serta untuk memperoleh data-data yang
mendukung penelitian ini.

Data-data tersebut merupakan pernyataan dari narasumber mengenai
permasalahan skripsi yang digunakan untuk menjawab. setiap pertanyaan yang
diajukan oleh peneliti sebagai data yang dipergunakan dalam analisis penelitian
pada bab. ini.

Berikut ini adalah penyajian data-data hasil wawancara yang disesuaikan:
dengan permasalahan didalam penelitian, guna menjawab fenomena yang telah

diteliti. adapun hasil penelitiannya sebegai berikut.
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4.1.1 Organization (organisasi)

Organization atau organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam
teori implementasi kebijakan menurut Charles O. Jones, yang menekankan
kesiapan struktur pelaksana, pembagian tugas, ketersediaan sumber daya
manusia, serta koordinasi antar pihak terkait. Organization yang baik
memungkinkan pelaksana memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga
program dapat dijalankan sesuai prosedur dan tujuan kebijakan. Dalam
penelitian ini, aspek organization berkaitan dengan bagaimana Dinas Sosial
Kota Medan menyusun struktur internal, membagi tugas antar bidang, dan
mengatur koordinasi antarpegawai untuk memberikan pelayanan sosial,
rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia
sesuai Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1, ibu Evi Melyanti
Sagala Kepala Bidang Rehabilitas Sosial. pada tanggal 25 februari menyatakan
bahwa :

“Organisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan lebih
difokuskan pada penyelenggaraan pelayanan kepada penyandang
disabilitas dan lanjut usia sebagai sasaran utama kebijakan.
Pembagian tugas di dalam dinas sudah ditetapkan secara jelas,
dimana setiap bidang memiliki peran dan tanggung jawab
masing-masing dalam memberikan pelayanan, rehabilitasi, dan
pemberdayaan sesuai dengan fungsi unit kerjanya. Selain itu,
koordinasi antarpegawai dilakukan melalui arahan pimpinan serta
rapat internal yang rutin diadakan untuk membahas pelaksanaan
program, kendala yang muncul, serta langkah-langkah yang
diperlukan agar pelayanan dapat berjalan sesuai prosedur yang
telah ditetapkan. Dalam praktiknya, Dinas Sosial juga berupaya
memastikan bahwa setiap pegawai memahami peran dan
tanggung jawabnya, sehingga program yang dijalankan dapat

saling mendukung dan pelayanan dapat diberikan secara
menyeluruh kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia.
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Namun, dalam pelaksanaannya, organisasi ini masih menghadapi
beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya
manusia yang belum sepenuhnya mencukupi untuk menangani
jumlah penerima manfaat yang cukup besar, serta sarana dan
prasarana yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan
pelayanan secara optimal. Selain itu, koordinasi antar bidang dan
dengan pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan agar
pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tidak
mengalami hambatan di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut,
Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas
organisasi, baik melalui penambahan sumber daya manusia,
perbaikan fasilitas, maupun penguatan koordinasi, agar pelayanan
kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat berjalan
lebih optimal”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2, Ibu Reni Silvia
Kepala Bidang Perlindungan sosia. pada tanggal 25 februari 2026 menyatakan
bahwa :

“Menurut beliau dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan
penyandang disabilitas dan lanjut usia, dari sisi organisasi
pelaksanaan tugas sudah dibagi sesuai dengan bidang masing-
masing, dimana setiap pegawai memiliki tanggung jawab yang
berbeda namun tetap saling berkaitan dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, selain itu menurut beliau
koordinasi antarpegawai juga sudah dilakukan melalui arahan
pimpinan dan kegiatan internal seperti rapat untuk memastikan
setiap pelaksana memahami tugasnya, namun dalam
praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi
terutama terkait dengan keterbatasan jumlah pegawai yang
tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang harus
dilayani, sehingga dalam kondisi tertentu pelayanan menjadi
kurang maksimal, selain itu sarana dan prasarana yang tersedia
juga masih belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas
di lapangan, sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan
yang diberikan, oleh karena itu menurut beliau perlu adanya
penambahan sumber daya manusia serta peningkatan fasilitas
pendukung agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih
optimal dan mampu menjangkau seluruh penyandang
disabilitas dan lanjut usia secara lebih merata”.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 3, Bapak Reihan
Apreza Sebayang yang menangani bidang Lapangan / Pendamping. pada tanggal
25 februari 2026 menyatakan bahwa :

“beliau menyatakan bahwa dari sisi organisasi, pelaksanaan
tugas di lapangan sudah berjalan sesuai arahan dari Dinas
Sosial, di mana setiap petugas memiliki peran masing-masing
dalam memberikan pelayanan kepada penerima manfaat.
Koordinasi antara petugas di Rumah Perlindungan Sosial
dengan pihak Dinas Sosial juga tetap dilakukan untuk
memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Namun, dalam praktiknya masih
terdapat beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan
jumlah petugas dibandingkan dengan jumlah penerima
manfaat, sehingga dalam kondisi tertentu petugas harus
merangkap beberapa tugas sekaligus. Selain itu, fasilitas
pendukung yang tersedia belum sepenuhnya memadai,
sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi efektivitas
pelaksanaan kebijakan di lapangan. Oleh karena itu, menurut
beliau diperlukan adanya penambahan tenaga kerja serta
peningkatan sarana dan prasarana agar pelaksanaan pelayanan
terhadap penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat berjalan
lebih optimal dan sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah
ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan
organisasi di tingkat lapangan sangat bergantung pada kesiapan
SDM, koordinasi internal, serta ketersediaan fasilitas yang
memadai, sehingga program yang dijalankan dapat mendukung
pelayanan secara menyeluruh kepada penyandang disabilitas
dan lanjut usia”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 4, Bapak Mahruf
penyandang disabilitas. pada tanggal 26 februari 2026 menyatakan bahwa :

“Kalau menurut saya, dari sisi organisasi pelayanan kebijakan
perlindungan penyandang disabilitas dan lanjut usia, pelayanan
yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan sudah memiliki
sistem dan prosedur tertentu, namun dalam praktiknya saya
merasakan bahwa penyampaian layanan dan koordinasi
antarpetugas kadang belum sepenuhnya teratur, misalnya
terkait jadwal kunjungan, jenis bantuan yang tersedia, serta
prosedur pengajuan bantuan, sehingga penerima layanan harus
menyesuaikan diri sendiri dan kadang menunggu giliran yang
cukup lama. Koordinasi antarpetugas di lapangan cukup
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membantu karena mereka saling mendukung dalam
memberikan pelayanan, namun keterbatasan jumlah petugas
membuat pelayanan tidak selalu cepat dan merata. Selain itu,
fasilitas pendukung seperti sarana bantu, ruang layanan,
maupun alat komunikasi yang mempermudah pelayanan juga
masih terbatas, sehingga penerima layanan perlu lebih aktif
bertanya dan memahami prosedur yang ada. Meskipun
demikian, pelayanan yang diberikan sudah memiliki arahan
dan struktur dasar yang jelas, dan saya berharap ke depan ada
penambahan tenaga serta fasilitas agar pelayanan dapat
berjalan lebih lancar, merata, dan tidak membingungkan bagi
penyandang disabilitas. Pernyataan ini menegaskan pentingnya
kesiapan organisasi, koordinasi internal, serta ketersediaan
sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang memadai agar
tujuan kebijakan perlindungan penyandang disabilitas dan
lanjut usia dapat tercapai secara optimal di lapangan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 5, Bapak Erwin lanjut
usia yang menerima pelayanan sosial pada tanggal 25 Februari 2026
menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya, sebagai lansia yang menerima pelayanan
sosial, dari sisi organisasi sebenarnya sudah ada petugas yang
menangani dan membantu kami dalam memenuhi kebutuhan
sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan
dasar, namun dalam praktiknya saya merasakan bahwa jumlah
petugas yang ada masih terbatas sehingga pelayanan yang
diberikan terkadang harus menunggu, terutama ketika banyak
lansia yang membutuhkan bantuan secara bersamaan. Selain
itu, fasilitas yang tersedia sudah cukup membantu tetapi belum
sepenuhnya memadai untuk menunjang kenyamanan lansia,
seperti ruang istirahat dan fasilitas kesehatan yang masih perlu
ditingkatkan, sehingga dalam kondisi tertentu saya harus
menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Meskipun
demikian, saya melihat bahwa petugas tetap berusaha
memberikan pelayanan dengan baik sesuai kemampuan
mereka, dan saya berharap ke depan adanya penambahan
tenaga serta peningkatan fasilitas agar pelayanan kepada lansia
dapat lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan kami sebagai
penerima manfaat. Pernyataan ini menekankan bahwa
keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan sosial
bagi lansia tidak hanya ditentukan oleh prosedur dan arahan
yang ada, tetapi juga sangatbergantung pada ketersediaan
sumber daya manusia, fasilitas pendukung, dan koordinasi
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antarpetugas di lapangan agar pelayanan dapat merata, tepat
sasaran, dan memenuhi kebutuhan penerima manfaat secara
optimal”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kelima narasumber, dapat
disimpulkan bahwa dari aspek organisasi, pelaksanaan kebijakan pada dasarnya
telah memiliki struktur yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab.
yang telah ditetapkan di dalam Dinas Sosial Kota Medan. Koordinasi
antarpegawai juga telah dilakukan melalui arahan pimpinan dan kegiatan
internal. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa
keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai,
serta koordinasi yang belum berjalan secara optimal, sehingga pelayanan yang
diberikan belum dapat menjangkau seluruh penerima manfaat secara maksimal

dan merata.

4.1.2 Interpretation

Interpretation (interpretasi) dalam implementasi kebijakan memiliki
peran penting dalam menentukan bagaimana suatu kebijakan dapat dipahami
dan dijalankan oleh para pelaksana di lapangan. Interpretasi berkaitan dengan
proses penjelasan kebijakan yang masih bersifat umum menjadi lebih rinci
melalui arahan, petunjuk teknis, serta koordinasi internal agar tidak terjadi
kesalahpahaman dalam pelaksanaan. Melalui interpretasi yang baik, setiap
pelaksana dapat memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing,
sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan lebih terarah dan sesuai

dengan tujuan yang telah ditetapkan.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1, Ibu Evi Melyanti
Sagala Kepala Bidang Rehabilitas Sosial. pada tanggal 25 februari menyatakan
bahwa :

“beliau menyatakan bahwa dari sisi interpretasi, kebijakan
sebenarnya sudah cukup dipahami oleh para pelaksana di
Dinas Sosial. Hal ini terlihat dari adanya arahan pimpinan,
rapat internal, serta koordinasi antarpegawai yang menjadi
sarana untuk menjelaskan dan menyamakan pemahaman
terkait pelaksanaan kebijakan di lapangan, sehingga pegawai
pada dasarnya sudah mengetahui tugas dan prosedur kerja
yang harus dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada
penyandang disabilitas dan lanjut usia. Namun, dalam
praktiknya pemahaman tersebut belum sepenuhnya optimal
karena masih adanya kendala seperti keterbatasan sumber
daya manusia dan fasilitas, yang berdampak pada pelaksanaan
kebijakan. Selain itu, koordinasi yang belum maksimal
menunjukkan bahwa pemahaman antarpegawai belum
sepenuhnya merata, sehingga dalam kondisi tertentu
pelaksanaan di lapangan masih belum konsisten dan belum
sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini
menegaskan pentingnya penguatan interpretasi melalui arahan
yang lebih rinci, pelatihan berkala, dan mekanisme
komunikasi yang berkesinambungan agar setiap pelaksana
dapat memiliki pemahaman yang seragam, mampu
menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lapangan, dan
memastikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan
lanjut usia dapat berjalan lebih efektif, konsisten, dan tepat
sasaran”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2, Ibu Reni Silvia
Kepala Bidang Perlindungan Sosial. pada tanggal 25 februari 2026 menyatakan
bahwa :

“beliau menyatakan bahwa dari sisi interpretasi, pemahaman
terhadap kebijakan sudah mulai terbentuk melalui arahan dan
komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan maupun
antarpegawai, sehingga pelaksana di lapangan pada dasarnya
sudah mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut.
Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa
kendala yang menyebabkan pemahaman tersebut belum
sepenuhnya merata, seperti kurangnya penjelasan teknis yang
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lebih rinci serta koordinasi yang belum berjalan secara
maksimal, sehingga dalam kondisi tertentu masih ditemukan
perbedaan dalam pelaksanaan pelayanan di lapangan. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah dipahami
secara umum, masih diperlukan upaya untuk memperjelas dan
memperkuat pemahaman tersebut. Dengan demikian,
interpretasi yang lebih sistematis melalui pelatihan, panduan
teknis yang jelas, serta komunikasi internal yang
berkesinambungan sangat penting agar setiap pelaksana dapat
menyesuaikan  kebijakan  dengan  kondisi  lapangan,
meminimalkan kesalahan implementasi, dan memastikan
pelayanan kepada penyandang disabilitas serta lanjut usia
dapat berjalan lebih konsisten, efektif, dan sesuai tujuan
kebijakan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 3, Bapak Reihan
Apreza Sebayang yang menangani bidang Lapangan / Pendamping. pada tanggal
25 februari 2026 menyatakan bahwa :

“Menurut beliau dari sisi interpretasi, pemahaman terhadap
kebijakan sudah cukup dipahami oleh pelaksana. Hal ini
terlinat dari adanya komunikasi dan arahan yang diberikan
sehingga pelaksana mengetahui tujuan serta langkah-langkah
dalam menjalankan kebijakan di lapangan. Namun, dalam
pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang
membuat pemahaman tersebut belum sepenuhnya berjalan
secara optimal, seperti kurangnya kejelasan informasi teknis
dan koordinasi yang belum sepenuhnya efektif, sehingga
dalam kondisi tertentu pelaksanaan kebijakan masih
mengalami perbedaan dan belum sepenuhnya konsisten. Hal
ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum kebijakan
sudah dipahami, masih diperlukan upaya untuk memperjelas
interpretasi, misalnya melalui panduan teknis yang lebih rinci,
pelatihan  berkelanjutan, dan penguatan  mekanisme
komunikasi antarpegawai. Dengan langkah-langkah tersebut,
pelaksana dapat menyesuaikan kebijakan dengan situasi
lapangan secara lebih tepat, meminimalkan kesalahan
implementasi, serta memastikan pelayanan  kepada
penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat diberikan secara
lebih konsisten, efektif, dan sesuai tujuan kebijakan”.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 4, Bapak Mahrud
sebagai penyandang disabilitas. pada tanggal 26 februari 2026 menyatakan
bahwa:

“kalau menurut saya bahwa dari sisi interpretasi, pemahaman
terhadap kebijakan masih dirasakan belum sepenuhnya jelas.
Hal ini terutama terkait informasi mengenai pelayanan yang
dapat diterima, prosedur yang harus dilakukan, serta hak-hak
penerima layanan. Kendala ini disebabkan oleh penyampaian
informasi yang belum mudah dipahami dan belum merata,
sehingga dalam kondisi tertentu penyandang disabilitas masih
merasa bingung atau kurang mendapatkan penjelasan yang
cukup terkait layanan yang tersedia. Selain itu, keterbatasan
dalam metode penyampaian informasi juga menjadi hambatan
tersendiri, sehingga meskipun kebijakan sudah ada,
pemahaman dari sisi penerima manfaat belum sepenuhnya
optimal dan berdampak pada pemanfaatan layanan yang belum
maksimal. Hal ini menekankan pentingnya penguatan
interpretasi tidak hanya bagi pelaksana kebijakan, tetapi juga
bagi penerima layanan, melalui mekanisme komunikasi yang
lebih jelas, penggunaan media informasi yang mudah
dipahami, serta pendampingan langsung, agar setiap penerima
manfaat dapat memahami hak, prosedur, dan jenis layanan
yang tersedia, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan
lebih efektif dan inklusif”.

Terakhir narasumber 5, Bapak Erwin sebagai lanjut usia yang menerima
pelayanan sosial. pada tanggal 26 Februari 2026 menyatakan bahwa:

“kalau menurut saya dari sisi interpretasi, pemahaman
terhadap kebijakan masih belum sepenuhnya jelas bagi
penerima layanan. Hal ini terlihat pada informasi mengenai
jenis pelayanan yang tersedia, prosedur yang harus dilakukan,
serta hak yang bisa diperoleh, yang belum sepenuhnya mudah
dipahami oleh lansia. Faktor usia dan keterbatasan dalam cara
penyampaian informasi membuat beberapa lansia masih
merasa kebingungan atau kurang memahami secara
menyeluruh terkait pelayanan yang diberikan. Selain itu,
informasi yang diterima cenderung bergantung pada
penjelasan langsung dari petugas, sehingga apabila penjelasan
kurang detail, pemahaman lansia juga menjadi terbatas. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah dilaksanakan,
dari sisi penerima manfaat, khususnya lanjut usia, interpretasi
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kebijakan masih perlu ditingkatkan agar informasi dapat lebih
mudah dipahami dan pelayanan dapat dimanfaatkan secara
maksimal. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk
menyusun mekanisme komunikasi yang lebih ramah lansia,
menyediakan panduan tertulis atau visual, serta melatih
petugas agar mampu menjelaskan kebijakan dengan cara yang
jelas dan mudah dimengerti. Langkah-langkah ini tidak hanya
akan meningkatkan pemahaman penerima layanan, tetapi juga
memastikan  konsistensi  implementasi, meminimalkan
kebingungan, serta meningkatkan efektivitas dan kualitas
pelayanan di lapangan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 narasumber, dapat disimpulkan
bahwa dari aspek interpretasi, pemahaman pelaksana terhadap kebijakan sudah
cukup baik, dimana pihak Dinas Sosial Kota Medan telah memahami tujuan dan
pelaksanaan program yang dijalankan. Namun, di sisi lain, masih terdapat
penerima manfaat yang belum sepenuhnya memahami informasi terkait
program tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum
berjalan secara maksimal, sehingga diperlukan peningkatan dalam sosialisasi
agar pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dapat lebih merata dan

optimal.

4.1.3 Application

Application atau penerapan dalam teori Charles O. Jones adalah tahap
dimana kebijakan yang sudah dipahami kemudian dilaksanakan secara nyata di
lapangan oleh para pelaksana , jadi di tahap ini yang dilihat adalah bagaimana
kebijakan tersebut benar-benar dijalankan, apakah sudah sesuai dengan aturan,

serta bagaimana hasilnya dirasakan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 1, Ibu Evi Melayani
Sagala Kepala Bidang Rehabilitas Sosial. pada tanggal 25 Februari 2026
menyatakan bahwa:

“beliau menjelaskan bahwa pelaksanaan pelayanan kepada
penyandang disabilitas dan lanjut usia pada dasarnya sudah
berjalan, di mana masing-masing bidang telah menjalankan
tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang ada, seperti
memberikan pelayanan sosial, bantuan, serta pemenuhan
kebutuhan dasar bagi penerima manfaat. Selain itu, dalam
pelaksanaannya terdapat arahan dari pimpinan serta koordinasi
antarpegawai agar pelayanan dapat berjalan sesuai prosedur.
Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala,
seperti keterbatasan jumlah sumber daya manusia dan fasilitas
pendukung yang belum memadai, sehingga dalam kondisi
tertentu pelayanan belum dapat diberikan secara maksimal
kepada seluruh penerima manfaat. Keterbatasan dalam
menjangkau semua sasaran juga menjadi tantangan tersendiri
dalam penerapan kebijakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun kebijakan sudah dijalankan, hasil di lapangan belum
sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan upaya perbaikan
melalui peningkatan kapasitas SDM, perbaikan fasilitas, dan
penguatan koordinasi antarpegawai. Langkah-langkah tersebut
diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan pemerataan
pelayanan, sehingga penerapan kebijakan dapat menghasilkan
dampak yang nyata bagi penyandang disabilitas dan lanjut
usia, sesuai dengan tujuan awal yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 2, Ibu Reni Silvia
Kepala Bidang Perlindungan Sosial. pada tanggal 25 februari 2026 menyatakan
bahwa :

“beliau menjelaskan bahwa penerapan kebijakan, pelaksanaan
pelayanan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia sudah
dilakukan secara langsung di lapangan melalui berbagai
kegiatan pelayanan sosial. Para pelaksana berinteraksi
langsung dengan penerima manfaat dalam memberikan
bantuan serta pendampingan sesuai kebutuhan mereka.
Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan tersebut seringkali
menghadapi tantangan, terutama ketika jumlah penerima
manfaat cukup banyak sementara tenaga yang tersedia
terbatas, sehingga pelayanan harus dilakukan secara bertahap
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dan belum bisa menjangkau seluruh sasaran secara maksimal.
Selain itu, dalam kondisi tertentu juga ditemukan kendala
teknis di lapangan yang membuat proses pelayanan menjadi
sedikit terhambat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun
kebijakan  sudah diterapkan, pelaksanaannya belum
sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penyesuaian,
seperti penambahan tenaga, perbaikan sarana prasarana, serta
penguatan koordinasi antarpegawai, agar pelayanan dapat
berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan mampu menjangkau
seluruh penerima manfaat sesuai tujuan kebijakan”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 3, Bapak Reihan
Apreza Sebayang yang menangani bidang Lapangan / Pendamping. pada tanggal
25 februari 2026 menyatakan bahwa :

“menurut beliau bahwa dalam penerapan kebijakan,
pelaksanaan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan
lanjut usia sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada,
di mana setiap kegiatan pelayanan dilaksanakan berdasarkan
aturan dan arahan yang telah ditetapkan. Namun, dalam
praktiknya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait
durasi pelaksanaan pelayanan yang terkadang memerlukan
waktu lebih lama, sehingga pelayanan yang diberikan belum
selalu berjalan dengan lancar. Selain itu, dalam kondisi
tertentu diperlukan penyesuaian di lapangan agar pelayanan
tetap dapat diberikan kepada penerima manfaat. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah diterapkan,
pelaksanaannya masih membutuhkan peningkatan, terutama
dalam kelancaran proses pelayanan, agar dapat berjalan lebih
efektif, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan penerima
manfaat. Untuk itu, diperlukan upaya perbaikan, seperti
penguatan koordinasi antarpegawai, perbaikan mekanisme
kerja, serta pemanfaatan fasilitas yang memadai, sehingga
penerapan kebijakan di lapangan dapat lebih optimal dan
memberikan manfaat secara maksimal bagi penyandang
disabilitas dan lanjut usia.”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber 4, Bapak Mahrud
sebagai penyandang disabilitas. pada tanggal 26 februari 2026 menyatakan

bahwa:



“menurut saya bahwa dalam penerapan kebijakan, pelayanan
yang diberikan oleh Dinas Sosial sudah dirasakan secara
langsung, seperti adanya pelayanan dasar yang diberikan
sesuai kebutuhan. Namun, dalam praktiknya, pelayanan
tersebut belum selalu mudah diakses dan terkadang masih
mengalami kendala, seperti proses yang cukup lama atau harus
menunggu giliran. Selain itu, dalam kondisi tertentu, bantuan
yang diberikan juga belum sepenuhnya sesuai dengan
kebutuhan yang diharapkan, sehingga membuat penerima
layanan harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Hal
ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah diterapkan
dan manfaatnya dirasakan, dari sisi penerima layanan,
pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal. Oleh
karena itu, diperlukan peningkatan aksesibilitas layanan,
percepatan proses pelayanan, serta penyesuaian jenis bantuan
agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan penyandang
disabilitas. Upaya ini akan memastikan penerapan kebijakan
tidak hanya berjalan sesuai prosedur, tetapi juga memberikan
dampak nyata dan maksimal bagi penerima manfaat di
lapangan”.
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Terakhir narasumber 5, Bapak Erwin sebagai lanjut usia yang menerima

pelayanan sosial. pada tanggal 26 Februari 2026 menyatakan bahwa:

“Menurut saya bahwa pelayanan yang diberikan memang
sudah dirasakan, seperti adanya bantuan dan pemenuhan
kebutuhan dasar. Namun, dalam praktiknya, para lansia sering
mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pelayanan,
terutama karena keterbatasan fisik dan kondisi kesehatan yang
membuat mereka tidak bisa terlalu aktif atau mandiri dalam
mengurus kebutuhan layanan, sehingga mereka lebih
bergantung pada bantuan petugas. Selain itu, dalam kondisi
tertentu, pelayanan yang diberikan belum sepenuhnya
memperhatikan kenyamanan dan kebutuhan Kkhusus lansia,
seperti kecepatan pelayanan, perhatian secara langsung, dan
aksesibilitas fasilitas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun
kebijakan sudah diterapkan, pelaksanaannya masih perlu lebih
disesuaikan dengan kondisi lansia agar pelayanan tidak hanya
berjalan, tetapi juga benar-benar ramah, tepat sasaran, dan
sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Untuk itu,
diperlukan upaya peningkatan, seperti penambahan tenaga,
penyesuaian mekanisme pelayanan, serta peningkatan fasilitas
dan perhatian terhadap kondisi fisik lansia, agar penerapan
kebijakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi
seluruh penerima layanan”.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 narasumber, dapat disimpulkan
bahwa dari aspek aplikasi, pelaksanaan kebijakan telah dilakukan melalui
berbagai program yang ditujukan kepada penerima manfaat, seperti pelayanan
sosial dan pemberian bantuan. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum
berjalan secara optimal, karena terdapat kendala seperti keterbatasan sumber
daya manusia, kurang meratanya pelaksanaan program, serta masih adanya
penerima manfaat yang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari program
tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan telah diterapkan
di lapangan, implementasinya masih perlu ditingkatkan agar dapat berjalan
lebih efektif, merata, dan mampu menjangkau seluruh kelompok sasaran secara
optimal.

4.2 Pembahasan

Berikut ini merupakan hasil analisis terhadap implementasi kebijakan
terkait pelayanan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan
yang diperoleh melalui wawancara dengan 5 informan, serta disesuaikan
dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun hasil
pembahasan diuraikan sebagai berikut:

4.2.1 Organization (Organisasi)

Berdasarkan teori Charles O. Jones, organization berkaitan dengan
bagaimana struktur organisasi, pembagian tugas, serta sumber daya yang
dimiliki dalam mendukung pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam implementasi
kebijakan, organisasi memegang peranan penting karena menentukan kesiapan

lembaga pelaksana dalam menjalankan kebijakan secara efektif dan efisien.
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Berdasarkan hasil penelitian dari aspek organisasi, Dinas Sosial Kota
Medan telah memiliki struktur organisasi yang jelas serta pembagian tugas dan
tanggung jawab yang telah ditetapkan sesuai dengan fungsi masing-masing
bidang. Koordinasi antarpegawai juga telah dilakukan melalui arahan pimpinan
dan kegiatan internal, sehingga secara administratif organisasi telah berjalan
sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi struktur
dan pembagian tugas, organisasi telah mampu mendukung pelaksanaan
kebijakan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti
keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai,
serta koordinasi yang belum berjalan secara optimal. Keterbatasan tersebut
tidak hanya menjadi hambatan teknis, tetapi juga berdampak pada efektivitas
pelaksanaan kebijakan, di mana pelayanan yang diberikan belum dapat
menjangkau seluruh penerima manaat secara merata. Selain itu, kurang
optimalnya koordinasi antarpegawai menyebabkan pelaksanaan program di
lapangan belum sepenuhnya berjalan secara konsisten sesuai dengan tujuan
kebijakan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan
tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur organisasi yang jelas, tetapi
juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya dan
membangun koordinasi yang efektif. Apabila hal tersebut belum terpenuhi,

maka pelaksanaan kebijakan berpotensi tidak berjalan secara optimal.
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Demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek organisasi, pelaksanaan
kebijakan telah berjalan melalui struktur organisasi yang jelas dan pembagian
tugas yang terarah, namun belum optimal karena masih terdapat kendala dalam
ketersediaan sumber daya serta koordinasi yang perlu ditingkatkan.

4.2.2 Interpretation (Penafsiran)

Interpretation menurut Charles O. Jones merupakan proses bagaimana
kebijakan yang telah dirumuskan diterjemahkan dan dipahami oleh para
pelaksana maupun penerima manfaat. Interpretasi menjadi penting karena
menentukan kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga
tidak terjadi perbedaan dalam implementasi di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dari aspek interpretasi, pihak Dinas Sosial
Kota Medan pada umumnya telah memahami tujuan dan mekanisme
pelaksanaan kebijakan yang dijalankan. Pemahaman ini diperoleh melalui
arahan pimpinan, koordinasi internal, serta pengalaman dalam menjalankan
program pelayanan sosial. Namun, di sisi lain, masih terdapat penerima manfaat
yang belum sepenuhnya memahami informasi terkait program tersebut, baik
mengenai prosedur pelayanan, jenis bantuan, maupun hak yang dapat diperoleh.
Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kebijakan belum merata di
kalangan masyarakat.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses penyampaian dan penafsiran
informasi kebijakan belum berjalan secara maksimal. Kurangnya pemahaman
dari penerima manfaat tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan dalam

sosialisasi, tetapi juga oleh metode penyampaian informasi yang belum
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sepenuhnya menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik kelompok sasaran,
khususnya penyandang disabilitas dan lanjut usia. Akibatnya, hal ini berdampak
pada rendahnya partisipasi serta pemanfaatan program yang telah disediakan,
sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek interpretasi,
pelaksanaan kebijakan telah berjalan melalui adanya pemahaman pihak Dinas
Sosial terhadap tujuan dan mekanisme kebijakan. Namun, pelaksanaannya belum
sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa belum meratanya
pemahaman di kalangan penerima manfaat, sehingga penyampaian informasi
kebijakan belum berjalan secara maksimal dan perlu ditingkatkan agar
implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.

4.2.3 Application (Penerapan)

Application menurut Charles O. Jones merupakan tahap di mana
kebijakan yang telah dipahami kemudian dilaksanakan secara nyata di lapangan
oleh para pelaksana. Tahap ini menjadi indikator utama dalam menilai
keberhasilan suatu kebijakan, karena berkaitan langsung dengan pelayanan yang
diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian dari aspek aplikasi, pelaksanaan kebijakan
oleh Dinas Sosial Kota Medan telah dilakukan melalui berbagai program yang
ditujukan kepada penerima manfaat, seperti pemberian bantuan sosial,
pelayanan kebutuhan dasar, serta pendampingan kepada penyandang disabilitas
dan lanjut usia. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan telah diimplementasikan

secara nyata di lapangan dan telah memberikan dampak bagi masyarakat
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sasaran. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum berjalan secara optimal,
karena terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana yang belum memadai, serta pelaksanaan program yang belum merata
di seluruh wilayah. Selain itu, masih adanya penerima manfaat yang belum
sepenuhnya merasakan manfaat dari program tersebut juga menunjukkan adanya
keterbatasan dalam jangkauan dan kualitas pelayanan yang diberikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara praktis

Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara praktis
di lapangan belum berjalan secara efektif. Ketidakseimbangan dalam
pelaksanaan program serta keterbatasan dukungan yang ada menyebabkan
tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai, baik dari segi pemerataan
pelayanan maupun peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Hal ini juga
mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan masih cenderung berfokus pada
pemenuhan kebutuhan dasar, sementara aspek pemberdayaan dan kemandirian
penerima manfaat belum berjalan secara maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari aspek aplikasi,
pelaksanaan kebijakan telah berjalan melalui berbagai program yang diberikan
kepada penerima manfaat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih
terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya, pelaksanaan program yang
belum merata, serta masih adanya penerima manfaat yang belum sepenuhnya
merasakan manfaat dari program tersebut, sehingga diperlukan upaya
peningkatan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan

berkelanjutan.
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BAB YV
PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan
Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan yang dianalisis melalui
aspek organization, interpretation, dan application, dapat disimpulkan bahwa
pelaksanaan kebijakan pada dasarnya telah berjalan, namun belum sepenuhnya
optimal dan belum merata dalam memberikan perlindungan kepada penyandang
disabilitas dan lanjut usia.

Dari aspek organization, Dinas Sosial Kota Medan telah memiliki
struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang
terarah, serta didukung oleh adanya koordinasi internal melalui arahan pimpinan
dan kegiatan antarbidang. Hal ini menunjukkan bahwa secara struktural
pelaksanaan kebijakan telah berjalan dengan baik.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala berupa
keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum
memadai, sehingga pelayanan yang diberikan belum mampu menjangkau
seluruh penyandang disabilitas dan lanjut usia secara optimal dan merata.

Dari aspek interpretation, para pelaksana pada umumnya telah
memahami tujuan dan isi kebijakan melalui komunikasi internal dan arahan
pimpinan, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan

ketentuan yang ada. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya merata
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karena masih terdapat kendala berupa kurangnya kejelasan petunjuk teknis serta
koordinasi yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan
kebijakan di lapangan belum sepenuhnya konsisten.

Dari aspek application (penerapan), implementasi kebijakan telah
dilaksanakan melalui berbagai pelayanan sosial seperti pemenuhan kebutuhan
dasar, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial kepada penyandang disabilitas
dan lanjut usia, yang menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan di lapangan.
Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih lebih berfokus pada
pemenuhan kebutuhan dasar, sementara aspek pemberdayaan belum berjalan
secara maksimal. Selain itu, keterbatasan tenaga pelaksana dan fasilitas turut
menjadi kendala sehingga manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata oleh
seluruh penerima manfaat.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang
Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan, maka peneliti memberikan
beberapa saran sebagai berikut:
1. Dari Aspek Organisasi
Dinas Sosial Kota Medan disarankan untuk meningkatkan pengelolaan
sumber daya organisasi serta memperkuat koordinasi antarpegawai agar
lebih efektif dan terarah. Hal ini penting untuk mengatasi kendala
seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang

belum memadai, serta koordinasi yang belum optimal, sehingga
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pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mampu
menjangkau seluruh penerima manfaat secara merata.
2. Dari Aspek Interpretasi
disarankan agar Dinas Sosial Kota Medan meningkatkan penyampaian
informasi kebijakan kepada masyarakat secara lebih jelas, merata, dan
berkelanjutan. Hal ini disebabkan masih adanya penerima manfaat
yang belum sepenuhnya memahami informasi terkait program yang
dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kegiatan
sosialisasi dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan mudah
dipahami agar seluruh masyarakat dapat memahami tujuan dan
mekanisme program, sehingga partisipasi dan pemanfaatan program
dapat meningkat secara optimal.
3. Dari Aspek Aplikasi

Dinas Sosial Kota Medan disarankan untuk meningkatkan kualitas dan
pemerataan pelaksanaan program di lapangan, tidak hanya berfokus
pada pemenuhan kebutuhan dasar tetapi juga pada penguatan program
pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Selain itu,
perlu dilakukan penambahan tenaga pelaksana serta peningkatan sarana
dan prasarana guna mendukung efektivitas pelayanan, sehingga seluruh
penerima manfaat dapat merasakan manfaat kebijakan secara lebih
optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian saran di atas, diharapkan implementasi kebijakan

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perlindungan Penyandang



59

Disabilitas dan Lanjut Usia di Kota Medan dapat semakin ditingkatkan melalui
penguatan aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi secara terpadu, sehingga
pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, merata, dan memberikan manfaat

yang optimal bagi seluruh penerima manfaat.
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NAMA . Alnin Sofiya
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LOKASI Dinas Soslial Kola Medan
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Laman yavw dingos.medan.ga.id, Pas-gl s amed o go 1l

SURAT KETERANGAN
Nomer : 000.9.2/0789

Berdasarkan Sural Badan Riset dan Inovasi Daerah Nomor 000.8.2/0800
Tanggal 18 Februari 2026. Tentang Surat Keterangan Riset di Dinas Sosial Kola

Medan, Menerangkan bahwa nama tersebut di bawah ini:

Nama : Ainin Sofiya

NIM : 2203100032

Program Studi : {imu Administrasi Publik

Universitas : Universitas Sumatera Utara

Judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024

Tentang Perlindungan Penyandangan Disabliktasl dan
Lanjut Usia di Kota Medan".

Menerangkan bahwasanya mahasiswa/i atas nama lersebut di atas telah
melakukan kunjungan dan riset dalam bentuk wawancara kepada Pejabat Dinas
Sosial Kota Medan.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperiunya.

Medan, 12 Maret 2026

Ditandatangani secara slektronik oleh

Ni Khoiruddin, 3.Sos, SE, MM
Pembina Utama Muda {IVic)
NIP 197011171980071001
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Judul: lmplementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tabun 2024 Tentang Perlindungan.

Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Di kota Mcdan

LAMPIRAN

DRAF WAWANCARA

I, ldentitas informan

Kode informan ;

Nama / Inisal ;

Umur:

Jenis Kelamin :

Status Informan :

{1 Aparast Pemerintah / Pendamping Sosial

[ Penyandang Disabllitas / Lanjut Usia
Jabatan / Instansi / Janis Disabilitas (jika ads) :
Lokasi Wawancora :

Tanggal Wawancars :

11. Pertanyasn Wawancara

A. Aspek Organization (organisasi)

. Menwut Bapal/Thu, bagnimana kesiapan pemerintah dacrah delam memberiken
perlindungan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kota Medan?
. Menurut Bapak/Ibu, spakeh pelayanan perlindungan bagi penyandang disabilitas den

lanjut usia sudah berjalan secara terpadu?



3. Apakah sarana dan layanan yang tersedia saat inj sudah memadai dun sesuai dengan
kebutuhan peryandang disabilitas dan lanjut ugia?
4. Menurut Bapak/lbu, kendala apa seja yang masih dirasakan dalam upaya pemberian

perlindungan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia?

B. Interpretation (interpretasi)

1. Menurut Bapak/ibu, Apakah aturan tersebut sudah dijelaskan stau disosiatisasikan
sehingga mudsh di pahami untuk di laksanakan?

2. Menurut pemahaman Bapak/ibu, apa tujuan utama dari peraturan daerah tersebut?

3. Apakah ketentuan dalam peraturan daerah tersebut mudah dipabami, khususnya oleh
penyandeng disabliitas dan lanjut usia?

4, Menurut Bapak/Tbu, Apakeh dengan adanya sosialisasi memudshkan proses

perlindungan bagi penyandang disabilitas dan lanjul usia tersebul?

C. Aspek Application (penerapan)

. Menurut Papak/Tbu, bentuk program. kegiotan atau layansn apa saja yang sudah
dijalankan untuk perlindungan penyandang disabilitas den lanjut usia di kots medan?

2, Menurut Bapok/lby, bagaimans pelaksanaan progeam atau layanan perlindungan
tersebut di lapangsan, apakah sudah berjalan dengan baik?

3. Monurut Bapal/lbu, apakah perlindungan yang diberikan sudah sesunl dengan
Kebutuhan para penyandang disobilleas dan lanjut usia?

4. Apekeh masih terdopat penyandang disabilites dan lanjut usia ysng belum

mendapatkan perlindungan sebagaimana yang diharapkan?



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSJIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN! PARGGILAN UIAN TUGAS AKHER
Nomor * 397AIND/IL3 ALIUMSU-03/F 12026
Pogeam Studi lira Administrasi Publik
Harl, Tanggat Sats, 18 ApeH 2028
Tampat * Aula FISIP UMSULL 2
Pominkasn . BR15WB
Tiomor Til PENGUA T
Nasine Pokok | Wak o
i — PENGUS | PENGUSS PENGLL i .
SPLEVENTAST PERATURAN DAERAH KOTA BNJA NOWOR S
NNDILLAAULIA NAZWA | 2103100068 _Wmmmg:wan,r EEE.sz S ‘mﬁ.w_ra:%e._ UTRA TASUN 2020 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DALAM
. PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HLIAL DI KOTA BINUA
T WPLENENTAS] PERATURAN DASRAH KABUPATEN KARONOVGR 2
REGRA INTISYA 2203100015 e 3 oo i [SYAFRUDON, 5502 4 Eﬁ TAHUN 2023 TENTANG LARANGAN UELEPAS HEWAN PELHARAN
TANPA PENGAHASAN D! | INGKUNGAN PERUMAHAN
Pzﬁxzﬁiml@%ﬂg ALAR RKY JANANDA MAHARDIKA, | WPLENENTAS! PERATURAN DAERAHNO. 8 TAHUN 2013 TENTANG
KHAIRMA QORIAH 2010wty 5 Sos. MA fs:50s MsP TERTIS USAHA TERTENTU DI KABUPATEN LANGKAT
z = o - NPELEVENTASI PERATURAN DAERAH NOWOR § TAHUN 2021
AULA TRIWINANDA 2203100006 _n.hﬁ KNP S.P Wwﬂwﬂgg w.mmg:zms_af TENTANG KESEHATAN CASAR ANAX DAN KESEJAHTERAAN SOSIALT
: e, ANAX DI PUSKESYAS LUBUK PAKAM
Em————— R . S LENEHNTAS] PERATURAN DAZFAH NOWOR 2 TAHUN 1020
Pro o e— L | v Pyl —H.I. LY, S, |{ENTANG PERLINDUNGAN PENYAVDANG DISABLITAS CAN LAAUT
B : USADIKOTAMEDAN

i
Assoc. Prof. Dr. ARSFIN SALEN,, B8P,

-




ISSN 2807-

JAPK

A P K (JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN)

lornal Administrasi Publik dan Kebijakan
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAK LWV
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAM SUMAT

LETTER OF ACCEPTANCE FOR PUBLICATION

Dear Ms. Ainin Sofiya

Thank you for submitting a paper for JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK DAN KEBIJAKAN
(JAPK), accredited Google Scholar, e- 2807-6729. This journal is published by the public
administration of the Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara. We are glad to inform you that your paper “Implementasi Peraturan Daerah
Nomor.2 Tahun 2024 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Dan Lanjut Usia Di
Kota Medan” has been accepted post-review process and will be published at JAPK Vol 5 No 2
December (2026). We hope that publication will benefit us all. Thank you for your attention.

Medan, April 14, 2026

Editor In Chief

aidir Ali, S.Sos.,MPA)
NIDN. 0104089401

Homepage : hup:/jurnal. umsu.ac.id/index.php/JAPK/index
Contact: 082160559891




DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi
Nama : AININ SOFIYA
NPM : 2203100074
Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 30 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat . J1. Puri / Gg. Sepakat no.20b
Anak ke : 2 dari 4 bersaudara
Email - aininsofiya3008(@gmail.com
No Hp/WA : 082177100220
Nama Orang Tua
Ayah : ERMANSYAH
Pekerjaan : Pedangang Usaha
Ibu : YENNI DISAFITRI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : J1. Puri/ Gg. Sepakat no.20b
No. Telepon : 081376576446
Pendidikan Formal
1. SD Kartini
2. SMP AL-Ulum
3. SMA AL-Ulum
4. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
Tahun 2022-2026



	599df08b8b59e882f1445d68e53445ee446c403843b52e968d68dd5d0dee7e10.pdf
	6094aeb8b26d12802f70fd0e21c3439fda010e9a2f258ced425642ad52aeeb87.pdf
	599df08b8b59e882f1445d68e53445ee446c403843b52e968d68dd5d0dee7e10.pdf
	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR  ISI
	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Rumusan Masalah

	1.3  Tujuan Penelitian
	1.4  Manfaat Penelitan
	1.5 Sistematika Penulisan

	BAB II
	URAIAN TEORITIS
	2.1 Kebijakan Publik
	2. 2  Implementasi Kebijakan
	2.3  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan
	2.4 Perlindungan Penyandang Disabilitas
	2.5 Perlindungan Lanjut Usia

	BAB III
	METODE PENELITIAN
	3.1  Jenis penelitian
	3.2 Kerangka Konsep
	3.3  Definisi Konsep
	3.4  Kategorisasi
	3.5 Informan atau Narasumber
	3.6 Teknik Pengumpulan Data
	3.7 Teknik Analisis Data
	3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian
	3.9  Deskripsi Ringkasan Lokasi Penelitian
	3.9.1 Profil Dinas Sosial Kota Medan
	3.9.2 Tugas Pokok dan Fungsi


	BAB IV
	HASIL PENELITIAN
	4.1 Hasil Penelitian
	4.1.1 Organization (organisasi)
	4.1.2 Interpretation
	4.1.3 Application

	4.2 Pembahasan
	4.2.1 Organization (Organisasi)
	4.2.2 Interpretation (Penafsiran)
	Delngan delmikian, dapat disimpulkan blahwa dari aspelk intelrpreltasi, pellaksanaan kelblijakan tellah blelrjalan mellalui adanya pelmahaman pihak Dinas Sosial telrhadap tujuan dan melkanismel kelblijakan. Namun, pellaksanaannya blellum selpelnuhnya ...
	4.2.3 Application (Penerapan)


	BAB V
	PENUTUP
	5.1 Kesimpulan
	Dari aspelk application (pelnelrapan), implelmelntasi kelblijakan tellah dilaksanakan mellalui blelrblagai pellayanan sosial selpelrti pelmelnuhan kelblutuhan dasar, relhablilitasi sosial, dan pelrlindungan sosial kelpada pelnyandang disablilitas dan ...
	5.2 Saran
	DAFTAR PUSTAKA


	622f3d5e93a496c950349db013813ef2c70ee936c7e318f72a5e4b4f20741714.pdf

